





A. Latar Belakang Masalah 
 Sistem Perbankan syariah adalah bagian yang berkembang pesat dari 
sektor keuangan dunia. Kebutuhan akan adanya bank yang beroperasi sesuai 
dengan nilai-nilai dan prinsip ekonomi Islam di Indonesia secara yuridis baru 
dimulai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
dengan menggunakan istilah “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Sistem ini 
semakin berkembang sejak adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan yang mengakui keberadaan bank konvensional dan bank 
syariah secara berdampingan. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
   Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah,  mengakui keberadaan bank syariah di Indonesia yang menjalankan 
fungsi lembaga perantara keuangan sesuai prinsip syariah sebagai landasan 
operasionalnya. Bank Syariah  menurut  Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang melaksanakan 
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas 
Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 
Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 
syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.  
    Perkembangan perbankan syariah yang begitu signifikan tentunya 
membawa konsekuensi kemungkinan akan terjadinya suatu masalah yang 
dapat menimbulkan sengketa dalam kegiatan transaksi perbankan. Sengketa 
muncul diakibatkan oleh berbagai alasan dan masalah, terutama karena adanya 
conflict of interest diantara para pihak. Kondisi ini tentu menimbulkan 
kebutuhan terhadap suatu aturan guna menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam 
  
                                                                   
 
 
konteks kegiatan transaksional perbankan syariah, sengketa antara  nasabah 
dan bank selama ini lebih banyak diakibatkan oleh tiga hal yaitu:1 
1. Adanya perbedaan penafsiran mengenai akad yang sudah disepakati.  
2. Adanya perselisihan ketika transaksi sudah berjalan.  
3. Adanya kerugian yang dialami salah satu pihak sehingga melakukan 
wanprestasi. 
 Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 junto Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009  tentang  Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sengketa bidang perbankan 
syariah menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama sebagaimana diatur 
dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 junto Undang-Undang 
Nomor 50 Tahun 2009  tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa 
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 
Islam di bidang ; a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. 
Zakat; g. Infak; h. Sedekah; dan i. Ekonomi Syariah. 
 Menurut penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006 junto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, 
yang dimaksud undang-undang dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau 
kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi  
bank syariah, sehingga dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bank 
syariah merupakan salah satu bidang ekonomi syariah yang termasuk dalam 
kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama. 
 Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah lebih mempertegas   mekanisme penyelesaian sengketa antara pihak 
bank dengan nasabah. Cara penyelesaian sengketa perbankan syariah telah 
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diatur dalam Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah sebagai berikut: 
“Ayat (1) penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh 
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. 
Ayat (2) dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian 
sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian 
sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. 
Ayat (3) penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.” 
Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyebutkan yang dimaksud dengan 
“penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya 
sebagai berikut : 
a. Musyawarah; 
b. Mediasi perbankan; 
c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga 
arbitrase lain; dan/atau 
d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.  
 Berdasarkan ketentuan Pasal 55 tersebut maka penyelesaian sengketa 
terkait kegiatan ekonomi perbankan syariah diselesaikan dengan dua cara, 
yaitu melalui cara litigasi dan cara non litigasi. Adanya pilihan forum (choice 
of forum) yang dimungkinkan untuk penyelesaian sengketa dalam Pasal 55 
ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah. 
         Uraian tersebut di atas menunjukan bahwa penyelesaian sengketa 
perbankan syariah telah diakomodasi dalam 2 (dua) undang-undang yaitu 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 junto Undang-Undang Nomor 50 
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor  21 Tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah, dengan demikian dalam sengketa perbankan 
syariah pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan 
mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki, baik melalui cara 
litigasi di Peradilan Agama, Peradilan Umum, atau melalui cara non 
litigasi/diluar Peradilan sepanjang tidak ditentukan lain dalam peraturan 
perundang-undangan. 
  
                                                                   
 
 
         Pada saat para pihak memperjanjikan untuk  menyelesaikan sengketa di 
luar lembaga Peradilan maka terdapat pilihan penyelesaian sengketa non 
litigasi yaitu melalui musyawarah, mediasi , melalui proses arbitrase di Badan 
Arbitrase Syariah Nasional  atau melalui alternatif penyelesaian sengketa 
lainnya. Adanya pilihan hukum menimbulkan pertentangan karena tidak 
adanya kepastian hukum dalam praktek mengenai lembaga penyelesaian 
sengketa yang dipilih. Anggapan tidak adanya kepastian hukum dalam 
penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi latar belakang munculnya 
gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Ir.Haji Dadang 
Achmad (Direktur CV. Benua Enginering Consultant) atas Pasal 55 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Gugatan 
uji materi menghasilkan putusan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tanggal 29 Agustus 2013 tentang 
Penyelesaian Sengketa Bank Syariah, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang 
Nomor  21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mengalami perubahan 
baik ayat (1), ayat (2) maupun ayat (3), akan tetapi penjelasan Pasal 55 ayat (2) 
Undang-Undang tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi karena dianggap 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan mengikat.  
            Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam pelaksanaannya sampai 
saat ini tidak menunjukan adanya perubahan yang signifikan, karena  dalam 
praktek pemahaman mengenai penyelesaian sengketa pada Perbankan Syariah 
di Surakarta masih tidak terdapat kesamaan pendapat mengenai pilihan forum 
atau mekanisme penyelesaian sengketa. Penerapan prinsip syariah yang 
seharusnya menjadi landasan operasional  dalam menjalankan fungsinya 
sebagai bank syariah kaitannya dengan adanya sengketa antara nasabah dengan 
pihak bank syariah belum dapat diterapkan dan ditegakkan secara optimal, 
sehingga harapan agar penerapan prinsip syariah dapat ditegakkan secara 
konkrit dan konsisten dalam sistem operasioanl bank syariah belum terwujud. 
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 Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelusuran terhadap informasi 
penelitian  sebelumnya yang relevan telah dilakukan oleh beberapa penulis  
antara lain : pertama  Syarifah Lisa Andriati, melakukan penelitian dengan 
judul “Penyelesaian Sengketa Perdata antara Nasabah dengan  Bank Melalui 
Mediasi Perbankan”. Kedua, Rachmansyah Purba, melakukan penelitian 
dengan judul “Penyelesaian Sengketa pada Perbankan Syariah Pasca Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama”.  Penelitian  tersebut  
dilakukan untuk menyelesaikan studinya guna meraih gelar Magister 
Kenotariatan pada Program  Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera 
Utara (2009). Ketiga, Syahrizal,  melakukan penelitian dengan judul 
“Dualisme Kewenangan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah antara 
Mahkamah Syariah dan Pengadilan Negeri di Kota Banda Aceh”. Penelitian  
tersebut  dilakukan untuk menyelesaikan studinya guna meraih gelar Magister 
Kenotariatan pada Program  Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah 
Mada (2012).  
 Perbedaan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan 
penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada adanya putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tanggal 29 Agustus 2013 
tentang Penyelesaian Sengketa  Bank Syariah,  adanya klausula mekanisme 
penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri pada  akad / perjanjian 
pembiayaan Bank Syariah Mandiri di Surakarta yang tidak sesuai dengan 
Undang-Undang,  Fatwa Dewan Syariah Nasional  Majelis Ulama Indonesia 
sebagai  landasan operasional Bank Syariah Mandiri di Surakarta dan adanya 
ketidak sinkronan antara Pasal 26 dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dilihat secara deskriptif, kausalitas dan 
  
                                                                   
 
 
solutifnya sehingga  penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini berbeda 
dengan  penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan membahas secara lebih 
mendetail tentang pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui 
cara non litigasi dan implementasinya secara deskriptif, kausalitas dan solutif. 
      Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang 
bersumber pada data primer dan data sekunder. Pengolahan dan analisis data 
dilakukan secara kualitatif, keseluruhan hasil analisis disajikan secara 
deskriptif yaitu memaparkan secara lengkap masalah yang diteliti dengan 
disertai ulasan-ulasan. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam 
penulisan tesis ini adalah teori Sistem Hukum yang menganalisis permasalahan 
yang akan dikaji yaitu bekerjanya  suatu sistem hukum yang berlangsung 
dalam suatu masyarakat.  
    Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, untuk lebih 
mengetahui  penyelesaian sengketa non litigasi antara nasabah dan  bank 
syariah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian  dengan judul 
“PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH MELALUI CARA 
NON LITIGASI PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI DI 
SURAKARTA” 
 
 
